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ABSTRAK

Yuhardiansyah, 14043086/2014.“Konstruksi Independensi Auditor Dalam
Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus Pada Auditor KAP Kota Padang).”

Pembimbing : 1. Herlina Helmy, SE., Ak., M.S.Ak., CA
2. Salma Tagwa, SE.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara ilmiah mengenai (1)
perspektif auditor muslim dalam memaknai independensi auditor, (2)
perbandingan cara memaknai independensi, antara auditor muslim dengan
auditor non muslim, dan (3) nilai-nilai yang memperlemah dan nilai-nilai yang
memperkuat independensi auditor.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretif, konsep
independensi  dieksplorasi menggunakan pendekatan interaksi simbolik
Blumer atau Chicago School of Symbolic Interactionism (CSSI). Metode
wawancara dengan beberapa auditor muslim dan non-muslim digunakan untuk
mengumpulkan data. Triangulasi teori digunakan untuk menguji keabsahan
data wawancara, sedangkan coding terhadap data digunakan untuk
mempermudah proses interpretasi data.

Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) definisi independensi berdasarkan
perspektif auditor muslim dan non-muslim meliputi sikap dan pola hubungan,
(2) nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang terkandung
pada syariat Islam yang dapat memperlemah independensi dam memperkuat
independensi.

Kata kunci: independensi auditor, konstruksi, nilai — nilai Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Audit adalah suatu proses mencari, mengumpulkan, dan mengevaluasi bukti
transaksi ekonomi suatu perusahaan untuk memastikan dan memberikan
keyakinan kepada pengguna bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai

dengan standar yang berlaku. Pekerjaan audit dilakukan oleh auditor.

Auditor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang
melakukan pemeriksaan pembukuan tentang keuangan perusahaan secara berkala.
Auditor adalah akuntan yang bersertifikat dan melakukan audit atas entitas
keuangan komersial dan non komersial (Arens, 2014:19). Auditing sangat
bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Alasan mengapa
pemakai laporan keuangan ingin mengandalakan laporan keuangan publik karena
ekspektasinya terhadap sudut pandang yang tidak bias (Arens, 2014:102). Proses
pelaksanaan audit telah diatur di dalam standar audit. Standar umum audit

mengharuskan auditor memiliki kompetensi, kecermatan, dan independensi.

Konsep independensi auditor memiliki sejarah panjang dan masih tetap
menjadi konsep yang diperdebatkan saat ini. Konsep independensi ini dikaitkan
dengan karakter seorang auditor dan keadaan pikiran auditor melalui desakan dari
tugas dan loyalitas, oleh karena itu independensi dianggap berarti integritas,
kejujuran, dan objektivitas, termasuk kebebasan dari kendali mereka yang
catatannya sedang ditinjau. Independensi merupakan Sikap pikiran, jauh lebih

dalam dari tampilan yang terlihat (Carey dan Doherty 1966: 39 dalam Hudaib dan



Haniffa, 2008). Pembahasan mengenai konsep independensi auditor kemudian
dibagi atas dua komponen yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi
dalam penampilan (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2018). Independensi dalam
pemikiran mengharuskan auditor untuk membentuk dan mengungkapkan opini
dalam laporan audit sebagai pihak ketiga independen dan ahli, serta tidak
dipengaruhi oleh segala hal yang menimbulkan bias selama perikatan audit (Arens
et al., 2014:74), sedangkan pada penelitian lain mengharapkan auditor untuk
menghindari situasi yang dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan atau
pihak lain menyimpulkan bahwa auditor tidak mempertahankan sikap objektifnya

(Porter et al., 2003).

Konsep independensi merupakan konsep yang tidak dapat diukur secara
statistik sama halnya dengan perubahan-perubahan yang ada didalam lingkungan
kerja (Wyatt, 2004). Independensi auditor dianggap sebagai posisi moral-etis yang
diatur oleh regulator seperti International Federation of Accountant (IFAC)
melalui standar yang diumumkan dalam kode etik (Gendron et al., 2006) atau di
Indonesia, standar dan kode etik tersebut disusun oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI). Standar dan kode etik tersebut secara berkala diperiksa dan
diverifikasi melalui review oleh regulator tersebut (Kode Etik Profesi Akuntan
Publik, 2018). Berbagai macam upaya dari badan-badan profesional di negara-
negara maju dalam menangani berbagai ancaman dan perlindungan terhadap
independensi auditor melalui berbagai kode, misalnya Code of Conduct (AS),
Members’ Handbook (Inggris) dan Kode Etik Profesi Akuntan (IFAC) dan

beberapa regulasi lainnya. Pada kenyataannya auditor masih rentan terhadap



skandal perusahaan (Turner, 2006), namun kode etik dan peraturan ini dianut oleh
banyak negara-negara berkembang. Negara tersebut yaitu negara yang sedang
mengalami transisi dari ekonomi dari sistem ekonomi terpusat ke sistem ekonomi
pasar, seperti di Eropa Tengah dan Timur dan Cina (Sucher, 2001; Sucher, 2002;

Kosmala, 2007) sebagai bagian dari proses globalisasi.

Penelitian yang membahas independensi auditor sebagian besar
berkonsentrasi pada membuktikan fakta-fakta empiris yang ada ketimbang
mengeksplorasi lebih mendalam mengenai persepsi praktisi audit dalam hal ini
yaitu auditor itu sendiri (Hudaib & Haniffa 2008), khususnya penelitian-penelitian
mengenai independensi auditor di Indonesia (Meutia, 2004; Herawaty, 2010;
Juliarsa, 2014). Hasil penelitian tersebut sebagian besar belum mampu untuk
mempertimbangkan banyak faktor lain dalam konteks negara yang diteliti
terutama Indonesia, seperti agama, struktur politik dan sosial-ekonomi, budaya
organisasi dan nilai-nilai sosial serta individu yang mungkin mempengaruhi
pemaknaan atau persepsi individu dalam memaknai suatu hal atau fenomena
(Puxty, 1993; Puxty et al., 1997; Abd-Elsalam & Weetman, 2003; Evans, 2004;
Efferin & Rudiawarni, 2014) pada situasi yang mungkin atau tidak mungkin

mengganggu independensi auditor.

Memahami konteks independensi dinilai penting, karena independensi auditor
tidak hanya konsep teknis, tetapi juga konsep kognitif dan budaya (Wolnizer,
1987). Studi berbasis konteks dalam audit sekarang menerima lebih banyak
perhatian. Tinjauan kritis terhadap studi kontekstual yang terkait dengan peran

audit dan produksi legitimasi di sekitar empat tema utama demikian pula



penelitian dengan konteks kultur dan budaya dalam mempengaruhi independensi
auditor (Power, 2003) seperti penelitian (Hao, 1999) tentang China; (Sucher dan
Bychkova, 2001), tentang Rusia; (Sucher dan Kosmala, 2004) pada Republik

Ceko; (Kosmala, 2007) tentang Polandia dan Republik Ceko.

Penelitian berbasis konteks dalam memaknai independensi juga sudah
dimulai di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut berkonsentrasi pada
ekspolorasi mendalam mengenai persepsi auditor di Indonesia dengan
mempertimbangkan konsep kognitif dan budaya yaitu Independensi Auditor
Berbasis Kultur dan Filsafat Herbert Blummer (Kalana et al., 2012); Independensi
Akuntan Publik dan Pihak Terasosiasi (Aripoerwo, 2014); Memaknai
Independensi Auditor Dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri’ Na

Pacce (Azis, Mangoting dan Lutfillah, 2015).

Terlepas dari pertumbuhan literatur mengenai audit pada studi berbasis
konteks, ada sedikit upaya dalam memahami bagaimana pemaknaan konsep audit
seperti independensi auditor dibangun dalam konteks yang berbeda seperti model
Anglo-Amerika demokratis, terutama kapitalis, kecenderungan yang lebih kuat
untuk melindungi pemegang saham, badan akuntan profesional yang memiliki
pengaruh, mengandalkan istilah seperti "true and fair" berdasarkan pertimbangan
substansi ekonominya (Knapp, 1985; Gorman & Ansong, 1998). Eropa
kontinental memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk melindungi kreditor,
ketergantungan yang lebih kuat pada pemerintah dengan input kecil dari profesi
akuntan, dominasi aturan pajak. Negara dengan model ekonomi transisi yang

mengalami perubahan dalam ideologi politik dan sistem ekonomi seperti di



kawasan Tengah dan Eropa, Rusia dan Cina (Hao, 1999; Sucher & Bychkova,
2001; Sucher & Kosmala, 2004; Kosmala, 2007). Negara model ekonomi
berkembang lainnya seperti di Indonesia (Irmawan, 2013), Malaysia dan
Singapura (Teoh & Lim, 1996) dengan kondisi semi-demokrasi, dominasi
kapitalis asing dan pemodal lokal, intervensi pemerintah yang kuat dengan input
yang besar dari badan-badan internasional, serta kondisi pasar modalnya semi-

kuat.

Auditor sebagai individu, kelompok dan sub-kelompok, melalui interaksinya
mengkonstruksikan atau memaknai sesuatu hal atau fenomena berdasarkan
pemahaman, pengalaman, dan interpretasi dari lingkungan dan tindakan mereka
(Herbert & Blumer, 1986). Pendekatan interpretif dapat memberikan kerangka
berfikir yang diperlukan untuk menyelidiki bagaimana makna independensi
auditor dibangun oleh auditor muslim di kota Padang dan jika konstruk tersebut

memang berbeda dari berbagai negara dan daerah di Indonesia.

Pendekatan interpretif berfokus pada persepsi individu tentang realitas dan
pemaknaan individu (Hopper dan Powell, 1985; Hopper et al., 1987), dan berakar
pada hermeneutika interpretasi makna (Puxty, 1993) dan tradisi verstehen atau
tafsir pemahaman atas makna tehadap kumpulan kegiatan yang dialami oleh
individu dalam sosiologi (Herbert & Blumer, 1986). Pendekatan sosial tersebut
meliputi teori dasar, ethometodologi, yang berfokus terutama pada praktik sosial
sehari-hari para auditor dan bagaimana auditor tersebut memilih untuk melakukan
apa yang mereka lakukan (Chua, 1988); antropologi kognitif, yang berfokus pada

kompetensi komunikatif individu dalam budaya tertentu (Jonsson dan Macintosh,



1997) dan interaksi simbolik, yang memberi perhatian khusus pada konsep dan
simbol yang digunakan pelaku sosial dalam penelitian ini yaitu auditor untuk
menjalankan kehidupan sosial mereka. Peneliti tertarik untuk memahami dan
menjelaskan fenomena sosial terutama dari sudut pandang pelaku sosial yang
terlibat langsung dalam proses sosial (Burrell dan Morgan, 1979). Peneliti
mengadopsi pendekatan interpretif berdasarkan Chicago School of Symbolic
Interactionism (CSSI) untuk mempelajari fenomena tersebut, karena pendekatan
tersebut membantu peneliti untuk mengetahui beberapa kompleksitas dan
keberagaman lingkungan di mana prakter audit tersebut berlangsung (Parker dan

Roffey, 1997).

Penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan atau gap pada literatur
audit di Indonesia khususnya mengenai independensi auditor dengan
mengeksplorasi bagaimana makna independensi auditor dibangun dalam konteks
masyarakat muslim khususnya dalam penelitian ini auditor muslim yang berada di
kota Padang. Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana auditor
mengartikulasikan gagasan independensi auditor dalam konteks interaksi sosial
mereka dalam lingkungannya, menggunakan nilai-nilai syariat Islam sebagai studi
kasus. Auditor muslim kota Padang dipilih karena selain kemudahan dalam
pengumpulan data, yaitu karena auditor kota Padang mayoritas bersuku
Minangkabau, apabila auditor tersebut berasal dari suku minangkabau, auditor
tersebut sudah dipastikan muslim atau memeluk agama Islam (Amir, 2011:133),
sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau “adaik bersandi syarak,

syarak bersandi kitabullah”, kurang lebih bermakna, adat yang didasarkan atau



ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-
Qur’an dan Hadits. Falsafah hidup tersebut dikuatkan dengan falsafah lainnya
yaitu syarak mangato adat mamakai, (Syarifuddin, 1982:173). Falsafah hidup
masyarakat Minangkabau tersbut diasumsikan bahwa auditor muslim sangat kuat
dalam menjalankan syariat Islam dan mengamalkan nilai-nilai dari syariat Islam

tersebut.

Syariat Islam dan nilai-nilainya berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits. Al-
Qur’an adalah firman Allah S.W.T yang merupakan mukjizat yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad S.A.W, sedangkan hadits adalah segala sesuatu yang
diriwayatkan oleh Nabi Muhammad S.A.W baik berupa perkataan, perbuatan,
ketetapan dan akhlak. Al-Qur’an dan hadits menjelaskan tentang kejujuran,
amanabh, integritas, komitmen, adil, dan tanggungjawab. Prinsip-prinsip tersebut
sesuai dengan independensi menurut kode etik, yaitu independensi menurut
pemikiran dan penampilan. Auditor yang memiliki nilai-nilai Islam, apakah
mungkin seorang auditor berani merusak independensinya? Mungkinkah nilai-
nilai Islam menjaga independensinya? Auditor yang mengamalkan syariat Islam
dan memegang teguh nilai-nilai Islam takut untuk melanggar independensi.

Auditor tersebut takut mendapatkan sanksi dari Allah.

Peneliti mengindikasikan bahwa auditor muslim kota Padang cenderung
independen karena menganut dan mengamalkan syariat serta nilai-nilai Islam baik
dalam mengaudit maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai-nilai yang
peneliti identifikasi sebagai nilai-nilai yang akan mempengaruhi independensi

auditor yaitu tolong menolong sesama muslim, toleransi, kejujuran,



tanggungjawab, keadilan, dan objektivitas, selanjutnya peneliti juga
mengindikasikan adanya perbedaan dalam pemaknaan independensi auditor antara
auditor muslim dengan auditor non muslim. Auditor muslim di indikasikan
cenderung independen ketimbang auditor non muslim karena nilai-nilai dan

syariat Islam yang dimiliki oleh auditor muslim tersebut.

Peneliti memiliki kesempatan untuk mewawancarai auditor di 4 KAP dengan
6 auditor yang berbeda-beda selama total 14 hari untuk membangun pemahaman
keseluruhan tentang apa yang mempengaruhi interpretasi auditor tersebut untuk
membangun makna independensi auditor dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Wawancara juga dilakukan untuk memahami dan menafsirkan keadaan sosial,

historis dan budaya.

Peneliti membentuk gagasan independensi auditor untuk diartikulasikan
dalam seperangkat karakteristik yang mencerminkan realitas sosial tertentu.
Faktor-faktor seperti struktur politik dan sosial ekonomi dan ranah keindahan
budaya seperti nilai-nilai dan norma-norma sosial, filsafat, kepercayaan agama,
dan prinsip-prinsip etika, akan menetapkan batas-batas di mana para pelaku sosial
atau dalam hal ini auditor berinteraksi dan mengembangkan tindakannya. Dalam
suatu organisasi interaksi dalam tim audit dan antara auditor dengan atasan
mereka dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Refleksi diri akan membantu
individu dalam menafsirkan simbol dan makna dan untuk melihat diri mereka dari
perspektif orang lain. Faktor-faktor ini diharapkan berdampak pada interpretasi
makna independensi auditor dalam konteks lokal. Berdasarkan hal-hal yang telah

dijabarkan pada latar belakang ini peneliti tertarik melakukan penelitian yang



berjudul  “KONSTRUKSI  INDEPENDENSI AUDITOR DALAM
PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM (Studi Kasus Pada Auditor KAP Kota

Padang)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka
beberapa masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana auditor KAP kota Padang khususnya yang beragama Islam
mengkonstruksi atau memaknai independensi?
2. Bagaimana nilai-nilai Islam yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi
konstruksi atau pemaknaan independensi?
3. Bagaimana perbandingan auditor yang memiliki nilai-nilai Islam dengan

auditor yang tidak memiliki nilai-nilai Islam?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang dan rumusan masalah maka
tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :
1. Mengetahui konstruksi (pemaknaan dan penilaian) independensi auditor
yang beragama Islam dan berasal dari suku Minangkabau.
2. Mengetahui bagaimana nilai-nilai Islam yang dimiliki auditor dapat
mempengaruhi konstruksi atau pemaknaan independensi.
3. Mengetahui perbandingan cara memaknai independensi, antara auditor
yang memiliki nilai-nilai Islam dengan auditor yang tidak memiliki

nilai-nilai Islam.
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1.4 Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan penelitian ini memberikan
manfaat bagi pihak — pihak yang berkepentingan, seperti :
1. Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia
pendidikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan dapat
dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada
praktisi yang bertanggungjawab atas kepercayaan masyarakat untuk
menjaga sikap dan perilakunya, dan untuk menyikapi perbedaan sudut
pandang dengan memegang teguh nilai — nilai kebenaran.
3. Regulator
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menginformasikan kepada regulator
dalam  menilai  independensi  juga  mempertimbangkan  dan
memperhitungkan sistem tatanan agama, budaya dan sosial, sehingga
nantinya peraturan dapat menyesuaikan dengan kebudayaan lokal dan

independensi benar — benar ditegakkan.



BAB Il
LANDASAN TEORI, PENELITIAN SEBELUMNYA DAN KERANGKA

PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Interaksi Simbolik

Grand Theory dari penelitian ini yaitu teori interaksi simbolik yang
diperkenalkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer (1986). Mead
dan Blumer (1986) melihat bahwa individu adalah objek yang bisa dianalisa
dan ditelaah secara langsung melalui interaksinya dengan individu lain. Hasil
penelitian Herbert dan Blumer (1986) mengemukakan bahwa individu -
individu tersebut berinteraksi menggunakan simbol - simbol yang didalamnya
terdapat tanda - tanda, isyarat dan kata - kata. Simbol tersebut adalah sesuatu
yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu yang
lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Simbol tersebut meliputi
kata - kata (pesan verbal), perilaku non - verbal, dan objek yang disepakati
bersama.

Herbert dan Blumer (1986) mengemukakan ada tiga asumsi yang
mendasari tindakan manusia. Tindakan tersebut yaitu :

1. Manusia bertindak sesuai makna dasar yang dimiliki objek yang

dimaknainya

2. Makna dari objek tersebut muncul dari interaksi sosial antara satu

individu dengan individu lainnya.

11
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3. Makna dari objek tersebut dimodifikasi melalui proses interpretasi
yang digunakan oleh individu tersebut dalam berurusan dengan

hal yang individu tersebut temui.

Individu memiliki tindakan terhadap sesuatu, baik sesuatu tersebut
benda, fenomena, atau kejadian bagi manusia. Individu cenderung merespon
sesuatu situasi secara simbolik. Individu merespon lingkungan termasuk objek
fisik dan objek sosial (perilaku individu) berdasarkan makna yang terkandung
didalam objek yang di maknainya atau yang dikenal juga dengan proses
interpretasi.

Makna yang diberikan oleh individu adalah hasil interaksi dengan
sesamanya. Makna tersebut tidak inheren atau tidak terlekat pada benda
ataupun fenomena itu sendiri, melainkan tergantung pada individu - individu
yang terlibat dalam interaksi itu. Makna tersebut disepakati melalui
penggunaan bahasa. Kesepakatan tersebut memungkinkan individu mampu
menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan, atau peristiwa
bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan, atau peristiwa itu namun juga
gagasan yang abstrak. Nama atau simbol yang digunakan untuk menandai
objek, tindakan, peristiwa, atau gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang).
Melalui penggunaan simbol tersebut individu dapat berbagi pengalaman dan
pengetahuan tentang dunia.

Pemaknaan tersebut digunakan dan dimodifikasi melalui proses
interpretasi dalam rangka menghadapi fenomena tertentu dan fenomena

lainnya. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah seiring
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berjalannya waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam
interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat

melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Teori interaksi simbolik (CSSI) (Blumer, 1986) dinilai sangat tepat untuk
mengeksplorasi lebih mendalam bagaimana berbagai kelompok dalam
masyarakat bertindak terhadap lingkungan mereka. Interpretasi setiap individu
terhadap segala sesuatu yang mereka hadapi dan bagaimana individu tersebut
mengatur tindakan mereka berdasarkan interpretasi dari diri individu itu sendiri,
atau makna langsung dari konsep independensi auditor kepada auditor itu
sendiri. Teori interaksi simbolik (CSSI) (Blumer, 1986) juga mengakui bahwa
makna yang melekat pada setiap konsep tertentu ialah dinamis dan hanya dapat
dipahami dalam konteksnya dan karena itu memberikan perhatian substansial
terhadap keadaan sosial, sejarah dan budaya. Terdapat tiga premis untuk Teori
interaksi simbolik (CSSI) (Blumer,1986) ini, yaitu anggota masyarakat
bertindak terhadap hal-hal sesuai dengan persepsi mereka (makna) dari
fenomena tersebut, persepsi dibentuk berdasarkan bahasa (simbol) dalam
interaksi sosial individu tersebut, dan persepsi serta tindakan individu tersebut
dimodifikasi dan ditangani melalui proses interpretasi ketika berhadapan
dengan fenomena (Blumer, 1986). Teori interaksi simbolik (CSSI) (Blumer,
1986) mengakui bahwa masyarakat bukanlah entitas yang homogen dan
mengasumsikan bahwa pemahaman masyarakat membutuhkan pemahaman
tentang individu yang membuatnya dan sebaliknya (Meltzer et al., 1975).

Menurut Blumer (1986), CSSI mengakui manusia sebagai makhluk yang
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reflektif. Sifat dan perilaku manusia tidak hanya didorong oleh kekuatan dalam
diri mereka sendiri (misalnya naluri, dorongan, kebutuhan, dsb.) atau oleh
kekuatan eksternal yang mempengaruhi individu tersebut (misalnya politik,
sosial atau sistem ekonomi, dll.), tetapi juga apa yang ada di antaranya. Oleh
karena itu, CSSI melihat makna sebagai produk sosial yang berasal dari
interaksi sosial, yaitu makna hal-hal untuk setiap individu dibentuk bersama-

sama dengan konteks interaksi sosialnya di berbagai tingkatan.

Tiga konsep penting dalam yaitu interaksi sosial, sikap kolektif dan
pemisahan fungsi serta tugas (Blumer, 1986). Proses interaksi sosial ialah
dimana individu belajar menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan
lingkungan individu tersebut yang memiliki pandangan dunia yang sama
dengan interpretasi kolektif atau dengan menyesuaikan perilaku individu agar
sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam sebuah contoh kasus misalnya,
seorang auditor sering memiliki pendapat sendiri tentang berbagai hubungan
auditor dengan klien. Auditor tersebut akan menemukan situasi atau aturan
baru, auditor tersebut akan mendefinisikan ulang pendapatnya mengenai
hubungan auditor dengan klien tersebut berdasarkan interaksi dengan orang
lain, dalam kasus ini misalnya auditor lain, regulator, klien, dll., agar sesuai
dengan tindakannya terhadap orang lain. Sikap kolektif mewakili perilaku
kolektif dari beragam individu dalam proses negosiasi ketika situasi baru
muncul. Dalam kasus yang berbeda misalnya, auditor dan kolega
profesionalnya sedang melalui proses negosiasi, mereka sudah dapat dipastikan

mengambil tindakan bersama untuk menerima atau menolak aturan baru atau
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praktik yang disarankan. Pemaknaan tersebut dibentuk melalui proses interaksi
dan negosiasi, tingkat pemisahan fungsi serta tugas yang tertanam dalam
struktur dan institusi yang dimiliki oleh berbagai pelaku sosial mungkin tidak
hanya mempengaruhi fenomena tetapi juga mengubah makna dari fenomena
tersebut. Perubahan makna dan tindakan yang diambil individu, dapat dikaitkan
dengan tingkat kekuatan negosiasi yang lebih tinggi yang dipegang oleh
beberapa pelaku sosial dibandingkan dengan yang lain dalam proses negosiasi
(misalnya otoritas, lokasi politik, kekayaan, kecerdasan, dll.) dan terhadap
perubahan dalam lingkungan yang mengelilingi para individu (misalnya
penemuan atau inovasi ekonomi baru, dll.). Pertimbangan dalam KAP
dipengang oleh partner pelaksanaaudit dimana partner dalam KAP memegang
posisi otoritas formal atas personil perusahaan lain, memiliki kekuatan untuk
merekrut dan memecat staf tingkat bawah, dan menentukan hal-hal tertentu
kepada staf tersebut. Staf tingkat bawah tersebut dapat dikeluarkan melalui
proses “negosiasi” dan akan bertindak sesuai dengan harapan atau mengambil
jalan keluar. Selain simbol, makna dan interaksi, konsep dasar lain dalam teori
interaksi simbolik adalah refleksivitas diri. Manusia sangat aktif dan selektif
memiliki pengaruh besar pada lingkungan dan dirinya sendiri. Bahasa dan
kemampuan untuk menafsirkan simbol memungkinkan individu untuk melihat
diri mereka dari perspektif orang lain dan inti dari konsep diri mencerminkan

konten dan organisasi masyarakat.
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2.1.2 Teori Independensi Auditor

Kata independensi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa
Inggris yang merupakan terjemahan dari kata “independence”. Dalam kamus
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English terdapat Kkata
“independence” yang artinya “dalam keadaan independen”. Kata
“independent” bermakna “tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain
atau benda); tidak mendasarkan diri pada orang lain; bertindak atau berfikir
sesuai dengan kehendak hati; bebas dari pengendalian orang lain”. Makna
independensi dari kata - kata yang terdapat pada kamus tersebut tidak jauh
berbeda dengan makna independensi yang digunakan dalam literatur
pengauditan.

Pada pelaksanakan audit, auditor mendapatkan kepercayaan diri dari
klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran
laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien, oleh karena itu dalam
memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus
bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan
keuangan, maupun terhadap kepentingan auditor itu sendiri. Menurut Arens
(2014:102) nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik tentang
independensi auditor. Pengguna laporan keuangan mengandalkan opini hasil
audit laporan keuangan dengan alasan yakni ekspektasinya terhadap sudut
pandang yang tidak bias. Penilaian masyarakat atas independensi auditor
independen bukan pada diri auditor secara keseluruhan. Apabila seorang

auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) lalai atau gagal mempertahankan
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sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa
semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat
berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi
auditor independen.

Kode etik profesi akuntan publik Indonesia (2018) mewajibkan anggota
tim assurance, dan KAP dalam melaksanakan perikatan assurance untuk
bersikap independen, sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi
kepentingan publik. Independensi yang diatur dalam kode etik, yaitu
independensi dalam penampilan dan independensi dalam pemikiran. Kode etik
menyatakan independensi dalam penampilan adalah sikap yang menghindari
atau tindakkan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang
rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relavan
termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau
skeptisisme profesional dari anggota tim assurance dan KAP. Independensi
dalam pemikiran didefinisikan oleh kode etik sebagai sikap mental yang
memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal — hal
yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan
seseorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif,
serta menerapkan skeptisisme profesional.

Kode etik mengartikan independensi sebagai bentuk gabungan dari
integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Faktor — faktor yang dapat
mengancam ketiga unsur tersebut dapat diartikan juga sebagai ancaman

independensi. Setiap praktisi yang ingin melindungi independensinya maka
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harus terhindar dari ancaman terhadap objektivitasnya. Faktor yang dapat
mengancam objektivitas menurut kode etik adalah adanya kepentingan pribadi
dan hubungan antara klien dengan auditor, misal hubungan bisnis atau
hubungan keluarga. Hubungan — hubungan tersebut dinilai akan menimbulkan
benturan kepentingan, terpengaruh pihak lain, dan pendapat yang bias atau
terkesan bias. Kode etik juga melarang semua praktisi untuk melakukan
penyimpanan aset Kklien, kecuali diperbolehkan hukum maka dilaksanakan
dengan tidak melanggarnya. Penyimpanan aset tersebut dilarang karena dapat
mengancam objektivitas dari praktisi.

Kode etik juga melarang praktisi untuk menerima hadiah atau keramah —
tamahan dari klien supaya independensi dapat terjaga. Kode etik menyatakan
praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya
mungkin saja ditawari suatu hadiah atau keramah — tamahan oleh klien.
Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap
objektivitas praktisi atau dapat mengintimidasi dengan ancaman
dipublikasikannya penerimaan hadiah tersebut oleh klien. Praktisi juga dilarang
untuk mengambil langkah — langkah yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan, seperti memiliki usaha bersama, atau kerjasama untuk
mengalahkan pesaing klien, memberikan jasa profesional selain dari assurance,
mengaudit klien yang berkonflik dengan KAP. Praktisi juga dilarang
memberikan jasa assurance kepada klien yang mempunyai kepentingan
keuangan dengannya. Independensi akan terjaga ketika praktisi bebas dari

hubungan khusus dengan klien berdasarkan pernyataan dari kode etik.
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Kode etik profesi akuntan publik juga menyatakan, penggunaan kata
“independensi” yang berdiri sendiri dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang
dapat menyebabkan pengamat beranggapan bahwa seseorang yang
menggunakan pertimbangan profesional harus bebas dari semua pengaruh
hubungan ekonomi, hubungan keuangan, maupun hubungan lainnya.
Independensi yang mutlak mustahil terjadi, karena setiap anggota masyarakat
memiliki hubungan satu dengan lainnya. Signifikansi setiap hubungan
ekonomi, hubungan keuangan, maupun hubungan lainnya harus dievaluasi,
terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan pihak ketiga
yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang
relevan menyimpulkan tidak dapat diterimanya hubungan tersebut.

Bebarapa ahli juga mencoba menguraikan independensi selain dari kode
etik. Mulyadi (2002 : 32) misalnya menyatakan independensi berarti sikap
mental yang bebas dari terpengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak
terganttung pada orang lain, independensi juga berarti kejujuran dalam diri
auditor itu sendiri untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan
yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Kemudian
menurut Sukrino Agoes dan | Cenik Ardana (2009 : 146) independensi
mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan
pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakkan.

Menurut Arens et al (2014 : 102-103) independensi adalah peraturan
perilaku yang pertama, yang terdiri dari 2 komponen yaitu independence in

mind dan independence in appearance. Arens menyatakan independensi
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dalam berpikir (independence in mind) mencerminkan pikiran auditor yang
memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias, independensi
dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus
independen dalam fakta. Independensi dalam penampilan (independence in
appreance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini, bila auditor
independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasehat
untuk Kklien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Arens et al (2014:103) mengatakan bahwa auditor akan terganggu
independensinya ketika mantan karywan kantor akuntan publik bekerja
bersama dengan klien. Masa perikatan audit yang lama juga dapat mengganggu
independensi auditor. Independensi dapat melemah ketika klien juga
mendapatkan jasa non audit dari auditor. Jasa non audit yang dilarang karena
dapat mengganggu independensi, yaitu jasa pembukuan dan akuntansi lain,
perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan, jasa penaksiran dan
penilaian, jasa aktuarial, outsourching audit internal, fungsi manajemen dan
sumber daya manusia, jasa pialang atau dealer atau penasehat investasi atau
bankir investasi, serta jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit.
Jasa — jasa tersebut sangat dilarang untuk diberikan kepada klien audit.

Independensi dalam kehidupan sehari - hari sangat sulit mengukur dan
menilainya. Karena independensi merupakan konstruksi yang berlapis dan juga
etika seorang auditor. Standar etika setiap orang berbeda — beda (Arens et al,
2014). Secara penampilan independensi dapat dinilai dengan hubungan —

hubungan yang memungkinkan menimbulkan kecurigaan dan mengancam
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independensi, seperti yang telah dijelaskan pada teori dan kode etik di atas.
Auditor yang melanggar hubungan tersebut dapat diartikan tidak independensi.
Namun, berbeda halnya dengan independensi dalam pemikiran.

Independensi dalam pemikiran yang lebih menekankan pada sikap sangat
sulit untuk diukur dan dinilai. Auditor tidak bisa dicap begitu saja sebagai
seorang yang independen atau tidak independen. Kerusakan independensi
auditor selama ini sulit untuk dideteksi dini, kerusakan itu diketahui setelah
terjadi skandal. Meskipun demikian para peneliti sebelumnya telah mencoba
mengukur independensi dengan objektifitas auditor ketika diberikan
pertanyaan (Rapina et al, 2010) kuesioner kasus (Patel et al, 2002)
menghubungkan makna independensi dari perspektif auditor dengan
perilakunya dalam kenyataan (Hudaib dan Haniffa, 2008). Penelitian ini
menggunakan pertanyaan berupa kasus — kasus dalam menilai independensi
auditor. Auditor yang mampu menjaga objektifitasnya yang tercermin dari
jawaban kasus tersebut dipandang telah independen.

Dari berbagai interpretasi konstruksi makna independensi auditor di Arab
Saudi, dapat disimpulkan bahwa konsep Al Anglo-Amerika dihargai oleh
kapitalis lokal dan kolaborator asing mereka untuk memaksimalkan
kepentingan mereka (Hudaib & Haniffa, 2008) namun, itu dianggap sebagai
tidak diinginkan oleh mayoritas dalam masyarakat yang menempatkan agama
sebagai titik fokus ketika melakukan tugas mereka, termasuk makna
independensi auditor yang hidup. Ini menciptakan ketegangan antara dua

kelompok dominan dalam masyarakat - "Islamis™ dan sekuler atau "liberal".
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Singkatnya, independensi auditor bukan hanya konsep teknis, tetapi juga
konsep budaya dan agar efektif dalam konteks Arab Saudi, hal-hal berikut
perlu diatasi: kebebasan berekspresi, mengadopsi nilai-nilai etika Islam,
refleksi kebutuhan masyarakat , menangani korupsi, memiliki hakim yang
kompeten dan memiliki badan profesional yang lebih independen dan
berpengaruh (Hudaib & Haniffa, 2008).

Auditor yang berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal siri’na
pacce, yang tercermin dalam prinsip utama yang disebut Lima Akkatenningeng
atau Lima Passalen, selalu taat pada kode etik profesi. Auditor tersebut
memiliki harga diri yang tinggi, serta malu untuk melakukan perbuatan-
perbuatan yang tidak jujur, malu karena mementingkan kepentingan pribadi
(ekonomi) dan malu karena melanggar kepentingan umum, sehingga
independensi auditor yang menjadi pondasi atau sebagai landasan dari profesi
audit terus dapat terjaga (Azis, Mangoting dan Lutfillah, 2015).

2.1.3 Konsep Manusia Dalam Islam

Menurut Malisi (2012) ketidakmampuan manusia dalam menelusuri
substansi dirinya secara utuh disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan
manusia. Menurut Shihab dalam Malisi (2012) penyebab keterbatasan
pengetahuan manusia terdiri dari tiga faktor yaitu, pertama dalam sejarah
manusia, kehidupan manusia lebih tertarik melakukan penyelidikan tentang
alam yang bersifat materi dibandingkan hal — hal yang bersifat immaterial.

Kedua keterbatasan akal manusia mampu memikirkan hal — hal yang bersifat
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instrumental ketimbang hal — hal yang substansial dan kompleks. Ketiga
kompleksitas dan uniknya masalah manusia.

Istilah manusia dalam Al — Quran salah satunya yaitu al — Insan. Istilah
ini menilai hakikat manusia sebagai khalifah di bumi dan manusia di nilai
mampu memikul beban tugas keagamaan dan amanah kehidupan. Hanya
manusia yang dibekali ilmu pengetahuan, berbicara, merencanakan, dan
mampu mengambil keputusan sehingga manusia siap menghadapi ujian,
cenderung pada kebaikan (hanif), mengatasi kesesatan dan berbagai persoalan
hidup yang membuat kedudukan dan derajat manusia lebih tinggi daripada
makhluk lainnya.

Kata al — Insan dinyatakan dalam Al — Qur’an sebanyak 73 kali dan
terdapat pada 43 surah. Dari berbagai ayat yang memaparkan keistimewaan
dan ciri — ciri manusia, al — Insan adalah khalifah Allah SW.T di muka bumi
yang diberi tanggungjawab dan amanah karena ke khususannya yaitu dapat
membedakan baik dan buruk (akal), memiliki ilmu, dan memiliki kemampuan
berbicara (al — Bayan). Segala hal yang dikerjakan manusia mengandung
resiko bersamaan dengan ujian — ujian yang akan menimpanya, baik ujian
tersebut bersifat positif maupun bersifat negatif.

Istilah lain dalam Al — Qur’an untuk menyebutkan manusia yaitu al —
Nas. Kata al — Nas dinyatakan dalam Al — Qur’an sebanyak 240 kali dan
tersebar pada 53 surah. Kata al — Nas ditafsirkan sebagai eksistensi manusia
sebagai makhluk sosial secara keseluruhan, tanpa melihat status keimanan dan

kekafirannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat, hal ini
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terdapat pada surah Al — Hujurat ayat 13 dengan terjemahan yang kurang lebih

seperti berikut.
” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.”

Secara umum, penggunaan kata al — Nas memiliki arti peringatan dari
Allah kepada manusia akan semua tindakannya, tindakan yang dilarang
tersebut diantaranya berbuat zalim, terdapat pada surah Al — A’raf ayat 58
dengan terjmahan yang kurang lebih seperti berikut.

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka,
Syu’aib. la berkata: ‘Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali
tidak ada llah (yang haq) bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang
kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Maka sempurnakanlah takaran
dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan dari manusia barang-
barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah membuat kerusakan di
muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik
bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”

Wibowo (2010) akhlaqul karimah (perilaku terpuji) seorang muslim
dibangun berdasarkan hubungannya sebagai manusia dengan Allah
(hablumminallah) yang terkait dengan kewajibannya untuk melaksanakan serta
patuh kepada perintah Allah S.W.T dan hubungannya antara sesama manusia
(hablumminannas) yang terkait dengan kewajibannya untuk memenuhi hak
asasi manusia lainnya, baik manusia tersebut Muslim atau non-Muslim. Setiap
muslim diharuskan menjaga dua hubungan ini, apabila seorang muslim menjaga

kedua hubungan tersebut maka seorang muslim tersebut dapat dikatakan

sebagai muslim yang patuh.
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Kriteria yang diharapkan dimiliki oleh seorang muslim yang terkait
dengan hubungannya dengan Tuhan yaitu Memiliki pengetahuan enam rukun
iman dan lima rukun Islam, Percaya pada kebenaran iman dan ibadah,
Mengaplikasikan iman dan ibadahnya pada berkehidupan sehari-hari (Mansoer,
2008). Seorang muslim dengan perilaku terpuji (akhlaqul karimah) akan selalu
berusaha untuk mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan
sehari-harinya untuk menjadi manusia primer (al inslfadhil) (Mansoer, 2008).
Seorang muslim yang mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam dalam
kehidupan sehari-harinya akan sadar terhadap keberadaannya sebagai hamba
Allah. Seorang muslim memiliki kondisi batin yang selalu terasa terkait dengan
Allah. Seorang muslim akan selalu berusaha berkomitmen untuk mematuhi
perintah Allah, sehingga semua ibadah, usaha, amal dan tindakannya hanya
berorientasi untuk taat kepada Allah.

Tujuan penerapan ajaran agama Islam didasarkan pada konsep ilahiah
(hubungan antara manusia dengan Tuhannya). Konsep ilahiah diterjemahkan ke
dalam konsep kenabian dan alam semesta yang terkait dengan hubungan
manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan alami (Husaini,
2013). Salah satu karakteristik syariah (hukum Islam) yaitu syumulliyah
(memasukkan setiap syariat dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim) yang
berjalan dengan konsep perilaku hablumminannas. Hablumminannas tepatnya
tentang segala sesuatu di dunia dan di akhirat yang substansinya yaitu fakta
hakikat kehidupan manusia (kepribadian, kebiasaan, peristiwa, dan sebab) yang

selalu dikaitkan dengan konsep ilahiah (Hidayat, 2006). Dimensi pengajaran
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Islam yaitu tentang aspek agama dan ibadah yang mencerminkan perilaku
terpuji manusia (akhlakul karimah). Seorang muslim yang memiliki iman yang
kuat, akan taat dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya. Muslim yang taat
dalam ibadahnya, akan menjadi orang yang terpuji. Muslim yang terpuji akan
memiliki hubungan baik dengan dirinya sendiri, manusia lain dan alam
sekitarnya yang disebut sebagai perilaku hablumminannas. Mansoer (2008)
menjelaskan bahwa perilaku hablumminannas adalah perilaku etis yang
diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam dan diwujudkan dalam kebiasaan hidup
sehari-hari manusia terhadap dirinya sendiri, sesama manusia dan lingkungan
alam. Perilaku hablumminannas diukur berdasarkan tiga dimensi ini (Mansoer,
2008).

Kepribadian seorang muslim terhadap dirinya diukur dari perilaku jujur,
disiplin, dan ketekunan. Sikap kejujuran ialah cara yang penting karena
individu biasanya berusaha menyembunyikan kesalahannya dan sulit untuk
bersikap jujur. Kejujuran menunjukkan keberanian individu untuk mengakui
kesalahan. Disiplin adalah konsistensi seseorang dalam melakukan kebiasaan
baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketekunan menunjukkan upaya yang
konsisten individu untuk mencapai tujuannya, tidak mudah menyerah dalam
menghadapi kesulitan, mencoba melakukan segalanya dengan upaya maksimal,
tidak mudah puas diri, terus meningkatkan prestasinya, dan pekerja keras
(Aisyah, 2014).

Kepribadian Islam terhadap sesama manusia diukur dari kebiasaan jujur,

tolong menolong, bertanggungjawab, toleran, peduli, adil dan objektif serta
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menghormati orang lain (Aisyah, 2014). Toleran menunjukkan dari kesediaan
seseorang untuk membantu teman-teman dari berbagai etnis atau agama.
Kepedulian terhadap orang lain menunjukkan dari kesediaan seseorang untuk
merawat mereka yang tidak mampu merawat diri mereka sendiri, terutama
orang tua dan orang sakit. Menghargai orang lain menunjukkan dari
keengganan seseorang untuk mengganggu orang lain (Aisyah, 2014). Semakin
tinggi kepribadian Islam terhadap dirinya sendiri, sesama manusia dan
lingkungan alam, semakin tinggi perilaku hablumminannas (Aisyah, 2014).
2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai independensi auditor telah dilakukan oleh beberapa
penelitian terdahulu. Hudaib dan Haniffa (2008) meneliti dan mengeksplorasi
independensi auditor di Arab Saudi dengan pendekatan interpretif. Hasil
penelitian menunjukkan auditor pada negara Arab Saudi mengkonstruksikan
independensi auditor dengan membaginya kepada 3 level interaksi sosial yaitu
makro (kondisi politik, hukum, dan sosio ekonomi); meso (budaya organisasi dan
image management); dan mikro (refleksivitas diri melalui norma dan etika yang
ada).

Sucher dan Kosmala (2003) meneliti tentang realisasi dan konstruksi
independensi auditor di Polandia. Hasil analisis yang dilakukan menghasilkan
konstruksi independensi auditor di Polandia dan menunjukkan realisasi lokal yang
khusus. Tidak terdapat pengaruh antara budaya lokal dengan praktek akuntansi di

Polandia.
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Sucher dan Kosmala (2002) meneliti tentang konstruksi independensi auditor
di Republik Ceko melalui wawasan auditor independen di negara tersebut.
Analisis yang dilakukan dengan memandang independensi auditor dari segi de
jure dan de facto —nya yang terjadi di Ceko. Hasil penelitian dari segi de jure
auditor di Ceko memandang independensi auditor sesuai dengan peraturan lama
sebelum transisi ekonomi di Ceko. Untuk analisis de facto peneliti menemukan
independensi auditor dipengruhi dengan adanya isu baru terkait dengan regulasi
yang mengatur KAP yang dimiliki oleh perorangan, regulasi tersebut terkait
dengan provisi, layanan, dan rotasi auditor.

Sucher dan Bychkova (2001) meneliti independensi auditor dalam transisi
ekonomi di Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan independensi
auditor di Russia telah menjalankan sepenuhnya standar oleh IFAC untuk
menjaga independensi auditor. Regulasi dari pemerintah perlu dibuat untuk
mendasari penunjukkan dan pengunduran diri auditor untuk memperkuat
independensi auditor. Pertumbuhan asosiasi profesional di Rusia mungkin tidak
memberikan fokus yang jelas bagi auditor dalam pengaturan standar, kontrol dan
penegakan kualitas audit dan independensi auditor.

Azis, Mangoting, dan Lutfillah (2015) meneliti independensi auditor dengan
keindahan nilai-nilai kearifan lokal Siri” Na Pacce. Penelitian ini dilakukan pada
auditor kota Makassar dengan mayoritas suku Bugis-Makassar. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan aktualisasi independensi auditor yang dimaknai dari
simbolis-filosiofis masyarakat Bugis-Makassar tertuang dalam konsep siri’ na

pacce yang meliputi nilai siri’ (harga diri) dan nilai pacce (solidaritas).
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Independensi Auditor yang mengedepankan nilai dari sirri’ na pacce maka akan
bertindak jujur, teguh pada keyakinan, berserah pada Tuhan, berkata benar dan
saling memanusiakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Syariat Islam

Al-Qur’an hadits

Melahirkan nilai-nilai

Tolong menolong
Toleransi
Kejujuran
Tanggungjawab
Keadilan
Objektivitas

ouhkwnE

Independensi

Syariat Islam bersumber pada Al-Qur’an dan hadits. Al-Qur’an adalah
kalam Allah SW.T yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad S.A.W, sedangkan hadits adalah segala sesuatu yang diriwayatkan
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oleh Nabi Muhammad S.A.W baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan
akhlak. Dalam Al-Qur’an dan hadits menjelaskan tentang kejujuran, amanah,
integritas, komitmen, adil, dan tanggungjawab. Wibowo (2010) akhlaqul
karimah (perilaku terpuji) seorang muslim dibangun berdasarkan hubungannya
sebagai manusia dengan Allah (hablumminallah) yang terkait dengan
kewajibannya untuk melaksanakan serta patuh kepada perintah Allah SW.T
dan hubungannya antara sesama manusia (hablumminannas) yang terkait
dengan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi manusia lainnya, baik
manusia tersebut Muslim atau non-Muslim. Setiap muslim diharuskan menjaga
dua hubungan ini, apabila seorang muslim menjaga kedua hubungan tersebut
maka seorang muslim tersebut dapat dikatakan sebagai muslim yang patuh.
Kriteria yang diharapkan dimiliki oleh seorang muslim yang terkait
dengan hubungannya dengan Tuhan yaitu Memiliki pengetahuan enam rukun
iman dan lima rukun Islam, Percaya pada kebenaran iman dan ibadah,
Mengaplikasikan iman dan ibadahnya pada berkehidupan sehari-hari (Mansoer,
2008). Seorang muslim dengan perilaku terpuji (akhlaqul karimah) akan selalu
berusaha untuk mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan
sehari-harinya untuk menjadi manusia primer (al inslfadhil) (Mansoer,2008).
Seorang muslim yang mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam dalam
kehidupan sehari-harinya akan sadar terhadap keberadaannya sebagai hamba
Allah. Seorang muslim memiliki kondisi batin yang selalu terasa terkait dengan
Allah. Seorang muslim akan selalu berusaha berkomitmen untuk mematuhi

perintah Allah, sehingga semua ibadah, usaha, amal dan tindakannya hanya
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berorientasi untuk taat kepada Allah (Aisyah, 2014). Kepribadian Islam
terhadap sesama manusia diukur dari kebiasaan jujur, tolong menolong,
bertanggungjawab, toleran, peduli, adil dan objektif serta menghormati orang
lain (Aisyah, 2014). Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan independensi
menurut kode etik, yaitu independensi menurut pemikiran dan penampilan.
Partner maupun auditor sebelum melakukan audit, partner maupun auditor
tersebut melakukan perikatan berupa kontrak yang terdapat pada kegiatan
perencanaan audit pada auditee. Auditor atau partner memberikan opini pada
laporan keuangan auditee setelah menyelesaikan seluruh proses audit (Standar
Audit IAPI, 2008). Seluruh proses audit dari perikatan sampai ke pemberian opini
dibutuhkan sikap independensi dari seorang auditor atau partner. Kode etik
profesi akuntan publik Indonesia (2018) mendefinisikan independensi pada dua
aspek vyaitu independensi dalam pemikiran (independence of mind) dan
independensi dalam penampilan (independence in appearance). Independensi
sangat dibutuhkan untuk memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat atau
memberikan kesan adanya pernyataan pendapat secara tidak bias dan bebas dari

benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak lain.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa independensi
menurut auditor muslim adalah sikap yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak
manapun dengan tetap mempertimbangkan keadilan, integritas, hak serta
kewajiban klien maupun auditor bertindak sesuai standar yang berlaku dengan
menjadikan kode etik sebagai pedoman dalam mengaudit, sedangkan auditor non-
muslim, memasukkan pola hubungan pada definisi independensinya. Nilai-nilai
Islam seperti tolong menolong sesama muslim dan toleransi dapat mengancam
sikap independensi auditor muslim dalam batas-batas tertentu. Nilai-nilai seperti
objektivitas, kejujuran, tanggungjawab, dan keadilan dapat memperkuat sikap
independensi seorang auditor muslim.

Auditor muslim diharapkan lebih menerapkan dan memiliki sikap untuk
mempertahankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan
perkerjaannya sebagai auditor. Nilai-nilai Islam yang telah dimiliki oleh auditor
tersebut dapat dengan mudah diterapkan dan dipertahankan dengan selalu
menjalankan ibadah yang dilakukan oleh setiap individu auditor tersebut, selain
itu KAP sebagai organisasi tempat auditor bekerja dapat menjalankan ibadah rutin
secara kolektif atau bersama untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai
Islam yang dimiliki setiap anggotanya diantaranya dengan melakukan ibadah
seperti wirid atau pengajian mingguan, pembiasaan dengan melakukan doa
bersama sebelum memulai pekerjaan, atau menyelenggarakan kegiatan idul

qurban.
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5.3 Keterbatasan Penelitian

1.

2.

3.

Keterbatasan sumber daya dan kurang akrabnya dengan informan
Waktu pelaksanaan penelitian yang kurang tepat

Sumber data yang digunakan hanya satu, yaitu wawancara

5.4 Saran

1.

2.

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya juga melakukan observasi
sebagai sumber data lainnya selain dari wawancara.
Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menambah tema dan sub

tema yang akan diteliti, seperti pemahaman terhadap kode etik.
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tersebut?
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1.1.10 Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang
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akuntan publik?

1.1.12  Sudah terlaksanakah kewajiban tersebut?
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Menurut bapak/ibu apa saja contoh dari keadilan tersebut?

Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan
kewajiban?

Menurut bapak/ibu bagaimana hak seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan
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Sudah terlaksanakah hak — hak tersebut?
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Bagaimana perasaan bapak/ibu bila hak — hak tersebut tidak terwujudkan?

Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban scorang agen, investor, dan hak seorang
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akuntan publik?

Sudah terlaksanakah kewajiban tersebut?

Kira — kira apa saja hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?

Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terlaksananya kewajiban
tersebut?

Bagaimana perasaan bapak/ibu bila kewajban tersebut tidak terlaksana?

Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang

akuntan publik?

Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kode etik akuntan publik?

.Sejauh mana penerapan kode etik tersebut?

Kira - kira apa kelebihan kode etik tersebut?

Kira - kira apa kelemahan kode etik tersebut?
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Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan keadilan?

Menurut bapak/ibu apa saja contoh dari keadilan tersebut?

Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan
kewajiban?

Menurut bapak/ibu bagaimana hak seorang agen, investor, dan hak seorang akuntan
publik

Sudah terlaksanakah hak — hak tersebut?

Kira — kira apa saja hambatan dalam terwujudnya hak — hak tersebut?

Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terwujudnya hak — hak
tersebut?

Bagaimana perasaan bapak/ibu bila hak — hak tersebut tidak terwujudkan?

Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang
akuntan publik? )

Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang
akuntan publik?

Sudah terlaksanakah kewajiban tersebut?

Kira — kira apa saja hambatan dalam terlaksananya kewajiban tersebut?

Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi hambatan dalam terlaksananya kewajiban
tersebut?

Bagaimana perasaan bapak/ibu bila kewajban tersebut tidak terlaksana?

Menurut bapak/ibu bagaimana kewajiban seorang agen, investor, dan hak seorang
akuntan publik?

Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kode etik akuntan publik?
Sejauh mana penerapan kode etik tersebut?

Kira — kira apa kelebihan kode etik tersebut?

Kira — kira apa kelemahan kode etik tersebut?




